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PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

b.

Mengingat Ll.

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4)

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu ditetapkan struktur dan

besarnya tarif:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun

2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,

Undang-Undang Nomor S3 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi

dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah

terakhir. dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880),
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286),

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang3
Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangar egara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 04 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republ: ndonesia Nomor

1400),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara wepublik Indonesia

” Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3347) sebagaimana telah

dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3347),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran: Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049):

5.

6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234),
|

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi,. dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737), -

8.
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Menetapkan

Y. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pemanltaatan Insentif Pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161):

10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun - 10 tentang Jenis

Pajak Ducrah Yang Dipungut Berdasarkan Penctapan Kepala
Dacrah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,

Tambahan Lembaran Nceara Republik Indoncsia NomorD

PI. Peraturan Monteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengclolaan Kcuangan Dacrah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Neger, Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan “Atas

Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah,
12 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran
Dacrah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008 Nomor 1),

13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-

pokok Pengclolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Dacrah

Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Kuantan Singingi
Nomor 1),

I4. Peraturan Dacrah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten
Kuantan Singingi Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan

Lembaran Dacrah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 33),

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.
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BAB !

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

8.

10.

Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan

kebentingan masyarakat setempat sesuai: dengan Peraturan Perundang-

undangan.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun

1945.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang

terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

badan legislauf daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dinas Pendaparan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan

Singingi.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD

adalah Organisasi/Lembaga pada 'Pemerintah Daerah yang bertanggung

jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan

pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Kecamatan dan

Kelurahan scsuai dengan kebutuhan Daerah.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan

1

3

5.

Le)

d

9
Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-

undangan.
Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan

baik yang melakukan usaha maupun-yang tidak melakukan usaha yang

meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Comanditer (CV), Perseorangan

lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN/BUMD) dengan

nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun,

Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, organisasi sosial

politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan

bentuk badan lainnya. ag
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14.

16.

. Pejabat adalah Pugawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah
2

Dacrah mulipuu Tanah, Lapangan, Bangunan Gedung, Konstruksi mediaa

reklame, laboratorium, dan Kendaraan /Alat-alat Berat milik Daerah.n,

. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang

milik daerah.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi

adalah pungutan daerah atas pemakaian kekayaan daerah yang berupa

barang bergerak dan/atau tidak bergerak dan pemakaian/penggunaan

laboratorium milik daerah.

.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
15ae

surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi

yang terulang. I

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti

pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat

SKRDLB adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah

kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar

7

daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
18

Stirat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif

berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
' Pasal 2

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah milik

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi didasarkan atas jenis, harga

dasar tanah, luas, dan jangka waktu perhakaian.

Harga dasar tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku di'wilayah/lokasi obyek retribusi.

Besarnya retribusi pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(2)

dan ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :



-

a. Untuk kegiatan yang bersifat permanen :

1. Usaha/ jasa atau kegiatan yang berskala kecil, sebesar : 2 Yo x NJOP x

Luas Tanah/ Tahun.

2. Usaha/ jasa atau kegiatan yang berskala menengah, sebesar : 2,5 Yo x

NJOP x Luas Tanah/Tahun.
3. Usaha/ jasa atau kegiatan yang berskala besar, sebesar : 3 Yo x NJOP x

Luas Tanah/ Tahun.
4. Usaha/ jasa atau kegiatan pendidikan, sebesar : 0,5 Yo... NJOP x Luas

Tanah/Tahun.
b. Untuk kegiatan yang bersifat temporer (sementara) atai “vent :

1. Luas « 100 M2 ditetapkan tarif sebesar Rp. 300,000, /hari
2). Luas antara 100 M2 sampai dengan 1.000,- M2 ditetapkan tarif sebesar

Rp. 500,000,-/hari
3, Luas » 1.000 M2 ditetapkan tarif sebesar Rp. 750,000,-/hari

(4) Besarnya tarif Retribusi Pemakaian tanah, ATM, MCK, Kantin, Aula, dan lain-

lain ditetapkan sebagai berikut :

NO URAIAN
| TARIF KET

|

(Rp)
1. Sewa tanah Pemda di Ibu Kota

|

Kabupaten ( Teluk Kuantan ):
'a. Ruko / Toko 7.500/m?/tahun

|

b. Kios / Kedai / Warung 5.000/m?/tahun

|

c. Perumahan 3.500/m?/tahun -

|

2. "Sewa tanah Pemda di luar Ibu
. Kota Kabupaten :

La. Ruko / Toko 5.000/m?/tahun
| b. Kios / Kedai / Warung 3.000/m?/tahun
c. Perumahan 1.500/m?/tahun

"3. | Kantin Pemda samping BKD 10.000.000,00/ Tahun

“4. | Kantin RSUD 6.000.000,00 / Tahun

"5,
|

Kantin Kantor Bupati 6.000.000,00 / Tanun

500.000,00 / Hari |

10.000.000,00 /Tahun

|

|

6. ' Aula Multi Media Kantor Bupati t

7. 'a. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) |

Bank Riau Kepri . |

b. Bank Riau Kepri di BPTPM , | 10.000.000 00/ Tahun

8.
|

MCK Pasar Rakyat dan Terminal :

|

Buang air kecil 1.000

|

Buang air besar 2.000
—“9. Peralatan Dinas Energi Sumber

.
Daya Mineral :

ja. Alat Bor Inti (core) 575.000,00 / meter

|

b. Hands bor 250.000,00 / hari

.c. Total station 170.000,00 / hari

|d. Alat ukur teodolit 25.000,00 / hari

|e. GPS Navigasi | 30.000,00 / hari

(Ff. GPS Geodetik |.
280.000,00 / hari
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Palu geologi
|” 10.000,00 / hari

Geolistrik 4.000.000,00 / hari
| Kompas Azimuth |

20.000,00 / hari
'

Kompas Geologi |

20.000,00 / hari
Water guality checker |. 150.000,00 / hari

IL PH tester
|

20.0000” 1 hari
. Ploter S Al /AO

|

300.00 lembar
' 20.6 / hari

Bart resistance tester | 20.6 / hari
|

20.000,00 / hari |

20.000,00 / hari

Megger 20.000,00 / hari

Handy talky |

|

Multi tester 3 . 20.000,00 / hari

|

|

Alt meter

20.000,00 / hari
20.000,00 /' ri

20.000,00 / ari

20.000,00/ ari

Tang amper / clam meter
Phase sguence
Gas detektor
Clino meter

2
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BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap urang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan

Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan

pada tanggal, 9 juni 204

BUPATI KUANTAN SINGINGI

Uehan

H. SUKARMIS

Diundangkan di Teluk Kuantan

pada tanggal, 9 jun 20Y J

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

aa

H. MUHARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2014 NOMOR: (£
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